
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MEMUTUSKAN

Mengingat:   1.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

2.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM
Nasional) Tahun 2020-2024;

3.Peraturan Presiden Rl Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia    dan    Reformasi     Birokrasi     Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama;

5.Peraturan    menteri     perencanaan    pembangunan
nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional
republik indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara
penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga tahun
2020-2024.

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR W13.U5/ 2>\  /SK/OT.01.1/1/2021

TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang: 1.  Bahwa Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul perlu di
lakukan reviu mengingat adanya perubahan kebijakan, strategi,
dan dan lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi
program prioritas yang hams diselesaikan;

2.   Bahwa perlu ditetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan
Negeri Bantul Tahun 2020-2024



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

: Bantul
: 5 Februari2021

Ditetapkan di
Pada Tanqqal

Pertama:  Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul Tahun

2020-2024

KeduaMemerintahkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bantul
untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi,
misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis

2020-2024

KetigaSurat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANTUL
2020 - 2024 (DENGAN INDIKATOR RENSTRA MA YG DISESUAIKAN)

Visi    : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"
Misi   : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2.Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3.Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4.Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;



Lampiran Renstra  11

100.250.000

31.200.000

0

Perkara
peradilan umum

yang
diselesaikan di
tingkat pertama

dan banding
tepat waktu

Jumlah
pelaksanaan
Pos Bantuan

Hukum

Perkara
Peradilan Umum

yang
diselesaikan

melalui
Pembebasan
Biaya Perkara

^^•^

250
perkara

104orang

3 perkara

Penyelesaian perkara
yg sederhana. tepat
waktu, transparan,

akuntabel

Terselenggaranya
pelaksanaan

pelayanan Peradilan
Umum

Penyelesaian perkara
yg sederhana, tepat
waktu, transparan,

akuntabel

Terselenggaranya
pelaksanaan

pelayanan Peradilan
Umum

...

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Umum

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Umum

72

100

95

100

72

100

95

100

70

100

95

100

70

100

95

too

Persentase putusan perkara
petdata yang dltindaklartjuti
(dieksekusi)

Persentase pencari keadi^^n
Goiongan Tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan
Hukum (posbakum)

Persentase perkara
permotronan (voluntair)
identitas hukum

Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.

Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

35

87

Persentase
Putusan
Perkara yang
Ditindaklanjuti
{dieksekusi)

Persentase
perkara yang
terlayani
melalui
posbakum

Persentase
kepuasan para
pencari
keadilan
terhadap
layanan
peradilan

1. ^-^.


